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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of budgetary participation 
participation, quality of human resources, internal control system, Functional 
Supervision and Application of Accounting Information Systems Affecting Local 
Government Performance (Study on SKPD Boyolali District Government). This 
type of research is quantitative research. This research was conducted in 21 
SKPD. 
Sampling technique with purposive sampling. The data used in this study 
are primary data. The respondents were 82 employees of the Boyolali District 
Device Work Unit involved in the process of preparing financial reports, budget 
planners. Method of collecting data by using questionnaire. Method of data 
analysis used in this research is Regression  doubled linear. 
The results of this study indicate that Budget Participation Participation 
has no effect on Local Government Performance, Human Resource Quality has no 
effect on Local Government Performance, Internal Control System influence on 
Local Government Performance, Functional Supervision has no effect on Local 
Government Performance, Local Government Performance. 
 
Keywords: Budgetary Participation, Quality of Human Resources, Internal 
Control System, Functional Supervision, Application of Accounting 
Information System, Local Government Performance. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi 
Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian 
Internal, Pengawasan Fungsional Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah 
Kabupaten Boyolali). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
ini dilakukan di 21 SKPD. 
Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Responden adalah 82 pegawai 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang terlibat dalam proses 
penyusunan laporan keuangan, perencana anggaran. Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan kuisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran 
tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Kualitas Sumber Daya 
Manusia tidak  berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Sistem 
Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, 
Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah 
Daerah. 
 
Kata kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, 
Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Fungsional, Penerapan 
Sistem Informasi Akuntansi,  Kinerja Pemerintah Daerah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pandangan masyarakat umumnya membentuk suatu pengertian tertentu 
dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan dapat 
mengembangkan prinsip atau pengertian tertentu menjadi lebih luas atau lebih 
rinci. Terjadinya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pemerintahan yang lebih 
baik, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas 
publik. Berhasil atau tidaknya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan 
fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah 
daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap 
publik. (Laksana dan Handayani, 2014). 
Faktor lain yang mempu mempengaruhi guna  meningkatkan kinerja 
pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja, yakni dengan  
diperlukan peningkatan partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya 
manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan fungsional, 
penerapan sistem informasi akuntansi (Dewi dkk, 2015). 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja 
pemerintah memberi kesempatan kepada bawahan untuk ikut berpartisipasi  
mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Dalam hal ini untuk mendapatkan 
target yang sudah ditentukan bersama, pelaksanaannya harus sungguh-sungguh 
dan transparan (Anwar dan Sumiati, 2014). 
 
2 
 
Proses penganggaran daerah diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 tahun 
2006. Regulasi tersebut menjelaskan tentang pedoman dalam rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran 
eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (Anwar dan Sumiati, 
2014). 
Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah (2013) bahwa penyusunan 
anggaran sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil tersebut 
tidak konsisten dengan hasil penelitian Sumarno (2005) menyebutkan bahwa 
terdapat pengaruh negatif antara penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 
Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pemerintah yaitu kualitas sumber 
daya manusia, Sutrisno (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah 
seorang pegawai yang mampu, siap dan siaga dalam mencapai visi dan misi 
tujuan organisasi. Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Sutrisno 
(2015) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan pekerjaan yang 
sulit menjadi menyenangkan ataupun menjadi mudah dilakukan oleh orang lain, 
harus kreatif dalam melakukan hal itu, tidak menjadikan fokus pekerjaan itu 
hanya pada kekuatan tubuh saja. 
Untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang baik, SKPD harus 
memiliki sumber daya manusia yang kualitas dan dapat diandalkan, diantaranya 
dengan berpendidikan yang tinggi, sering mengikuti pelatihan-pelatihan, dan 
mempunyai pengalaman dibidang yang terkait (Riawan, 2016). 
Penelitian kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah 
belum mendapatkan hasil penelitian yang konsisten. Hasil penelitian Gomes, et.al, 
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(2013) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hasil studi tersebut berlawanan dengan 
hasil penelitian Arifai dan Abral (2013) menunjukan bahwa sumber daya manusia 
tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan artinya tinggi rendahnya 
kualitas sumber daya manusia tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya kinerja 
keuangan. 
Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pemerintah yaitu sistem 
pengendalian internal pemerintah, Pengendalian internal sendiri merupakan  suatu 
proses yang dirancang dan dipengaruhi manajemen serta jajarannya untuk 
memberikan kepastian, bertujuan untuk tercapainya sasaran yang katagori sebagai 
berikut : Efektif dan efisien operasi, keandalan laporan keungan, ketaantan dengan 
hukum yang berlaku (Mamuaja, 2016). 
Menurut Mamuaja (2016) Sistem pengendalian internal meliputi struktur 
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan 
organisasinya, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen serta 
mengecek ketelitian data akuntansi. Menurut Dewi, dkk (2015) salah satu 
komponen yang paling penting dalam pengendalian internal adalah pengawasan 
yang berkelanjutan dan berkala.  
Hasil penelitian Mamuaja (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem 
pengendalian internal berpengaruh posif terhadap kinerja instansi pemerintah, ini 
konsisten dengan hasil penelitian Dewi dkk (2015) yang menyatakan sistem 
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
 
4 
 
Faktor keempat yang mempengaruhi kinerja pemerintah yaitu pengawasan 
fungsional, dimana pengawasan ini dilakukan oleh internal pemerintah daerah 
maupun eksternal pemerintah daerah (Baswir, 2000). Pengawasan fungsional 
sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah agar meminimalkan 
penyimpangan dari tujuan yang sudah direncanakan dan telah digariskan pada 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (Dewi dkk, 2015). 
Sebelum meneliti pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah 
daerah, peneliti sudah mendapatkan informasi bahwa menurut Dewi dkk, (2015) 
pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Sedangkan menurut Laksana dan Handayani (2014) berpengaruh negatif terhadap 
akuntabilitas publik di Kabupaten Batang. 
Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja pemerintah yaitu sistem 
informasi akuntansi, yang merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk 
memproses data dan transaksi guna untuk mendapatkan informasi yang manfaat. 
Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, 
termasuk komputer dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksana, 
laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk 
mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh 
manajemen (Widjajanto, 2001). 
Menurut Krismiaji (2015) sistem informasi akuntansi harus melakukan 
tugas-tugas agar mendapatkan informasi yang diperlukan oleh pembuat keputusan 
antara lain : Mengumpulkan transaksi dan data yang dimasukkan ke dalam sistem, 
Memproses data transaksi, Menyimpan data untuk keperluan masa mendatang, 
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Membuat laporan, Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa. Berdasarkan 
penelitian Marlita dkk, (2014) sistem informasi akuntansi berpengaru positif 
terhadap kinerja pemerintah. Selain itu penelitian Dewi dkk (2015) juga 
menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap 
kinerja pemerintah daerah.  
Penelitian ini rujukan utama dari penelitian Dewi, Dharmawan dan 
Werastuti (2015) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Pemerintah Daerah (Studi empiris SKPD Kabupaten Bangli). Peneliti mereplikasi 
dari jurnal Dewi, Dharmawan dan Werastuti (2015) dengan studi empiris SKPD 
Kabupaten Boyolali. 
Pada awal tahun 2017 yaitu dari bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 
2017 telah dilakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKjIP) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 dan dokumen Perjanjian Kinerja 
Kabupaten Boyolali Tahun 2017. pada tahun 2016 tersebut target nilai dari 
SAKIP adalah berangka B, namun Kabupaten Boyolali belum dapat mencapai 
target tersebut.  Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena ada 
beberapa kriteria evaluasi LKjIP yang belum terpenuhi antara lain belum ada 
sistem, pengumpulan data kinerja, jenis indikator yang lebih banyak merupakan 
indikator kegiatan sehingga dokumen laporan terlalu detail. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas,  maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian ini di karenakan dari masalah diatas masih rendah dalam 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tetapi dari penglihatan orang awam 
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di pemerintah boyolali berkembang baik jadi peneliti ingin sekali meneliti di 
kinerja pemerintah Kabupaten Boyolali. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Pada tahun 2016 tersebut target nilai dari SAKIP adalah berangka B, namun 
Kabupaten Boyolali belum dapat mencapai target tersebut. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam 
penelitian ini adalah Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, Kualitas sumber 
daya manusia, Sistem pengendalian internal pemerintah, Pengawasan fungsional, 
Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di 
Kabupaten Boyolali. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali? 
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali? 
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah Kabupaten Boyolali? 
4. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah Kabupaten Boyolali? 
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5. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan  masalah diatas, tujuan  dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kinerja pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. 
2. Untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. 
3. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. 
4. Untuk menganalisis pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah 
daerah Kabupaten Boyolali. 
5. Untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 
1. Bagi Pemerintahan Daerah : 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah 
daerah, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait persepsi 
masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, agar pemerintah daerah  
meningkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat maupun meningkatkan 
kinerja internal didalam pemerintahan. 
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2. Bagi Akademisi : 
Dapat dijadikan referensi serta wacana tentang kinerja pemerintah daerah 
kabupaten boyolali dan dapat dijadikan referensi pada peneliti selanjutnya. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Agar pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuannya, maka penulisan 
penelitian ini terbagi dalam lima bab garis besar yang isinya sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, 
kerangka berfikir, dan hipotesis (jika diperlukan). 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini membahas tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan 
sumber data, teknik penulisan data, variabel penelitian, definisi operasional 
variabel serta teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data (pembuktian 
hipotesis). 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dibahas pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk 
pihak terkait. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Kinerja Pemerintah 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 
bahwa penyelengaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan 
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 
pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 
Menurut Dewi, dkk (2015) pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan 
dana masyarakat didasarkan pada konsep performance budgeting system 
(anggaran kinerja). Hal ini juga ditegaskan oleh Irsan (2010) bahwa anggaran 
yang disusun harus dengan pendekatan kinerja. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 
Angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah 
 
11 
 
adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan belanja daerah 
adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki 
jiwa yang sosial yaitu mementingkan kepentingan masyarakat, dan mendorong 
kinerja pemerintah untuk tanggap akan situasi lingkungannya, dengan cara 
melayani masyarakat dengan baik, transparan dalam hal apapun dan berkualitas 
dalam kinerjanya, kinerja pemerintah daerah banyak mendapat sorotan karena 
sering menjadi pengawas dalam setiap perencanaan pemerintah dalam satu 
periode (Anwar dan Sumiati, 2014). 
Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional 
tergantung pada dedikasi pegawai pemerintah dengan memiliki jiwa disiplin kerja, 
hal ini diperlukan karena pegawai pemerintah sebagai penyelenggara tugas 
pemerintah dan pembangunan nasional. Tujuan pemerintah menurut undang-
undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Hafrizal, 2013). 
Menurut Bastian (2006) menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah ukuran 
kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengetahui tingkatan tercapainya suatu 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator 
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Sedangkan menurut Waluyo 
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(2006) penilaian kinerja sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan oleh 
perusahaan yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan 
suatu rencana.penilaian kinerja dapat dilakukan oleh orang yang berkepentingan 
diperusahaan. 
Menurut Dewi (2012) kinerja merupakan fungsi pekerja dalam menerima 
tujuan pekerjaannya, tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan pekerja. Dalam 
definisi diatas karyawan mempunyai peran penting dalam kemajuan dan 
berkembangnya perusahaan karena karyawan sebagai pengantar tujuan dari 
perusahaan atau lembaga. 
Menurut Rohman (2007) kinerja pemerintah daerah merupakan  gambaran 
mengenai tingkat tercapainya kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 
dan visi suatu oranisasi. Menurut LKJiP Kab. Boyolali Indikator kinerja 
pemerintah daerah yaitu Pencapaian target, Tepat sasaran, Tepat waktu dan 
Objektif. 
Menurut wawan (2009) kinerja pemerintah daerah adalah sejauh mana 
pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusannya tersebut. Informasi yang 
digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah ada dua yaitu informasi financial 
dan informasi nonfinancial. 
 
2.1.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran memberi kesempatan kepada 
bawahan untuk ikut partisipasi  mempengaruhi proses penyusunan anggaran 
(Anwar dan Sumiati, 2014). Indikator dalam partisipasi penyusunan anggaran 
antara lain Keterlibatan proses antara bawahan dengan atasan, Kepentingan 
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berpendapat, Kesediaan berpendapat, Kepuasan hasil akhir, Intensitas opini 
(Milani 1995 dalam Desy lesmana 2011). 
Dalam hal ini untuk mendapatkan target yang sudah ditentukan bersama, 
pelaksana harus sungguh-sungguh dan jeli dalam meningkatkan komitmennya. 
Anggaran pada sektor pemerintah setelah disusun harus dipublikasikan kepada 
rakyat agar lebih transparan, dimana anggaran dari sektor publik didapatkan dari 
pajak, retribusi, laba pemerintah milik daerah maupun negara, pinjaman utang luar 
negri dan obligasi (Anwar dan Sumiati 2014). 
Dalam Pemerintah Daerah, makna partisipasi adalah pelibatan SKPD dalam 
penyusunan anggaran daerah (APBD). Kepala SKPD (sekretariat, dinas, badan, 
kantor, inspektorat, dan satuan polisipamongpraja) merupakan pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang diberi kesempatan untuk mengajukan usulan 
terkait dengan pelaksanaan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) SKPD yang 
dipimpinnya (Nurhalimah,2013). 
Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, maka kinerja pegawai 
akan meningkat. hal ini di sebabkan ada tiga hal yaitu pertama, partisipasi 
penyusunan anggaran akan menyebabkan atasan dan bawahan akan berkomitmen 
dalam organisasi karena adanya tanggung jawab yang timbul dimana anggaran 
merupakan hasil diskusi kedua belah pihak. kedua, partisipasi penyusunan 
anggaran terjadi persamaan karena atasan melibatkan bawahan sebagai penyusun 
anggaran. ketiga, partisipasi penyusunan anggaran membuat atasan akan 
mengetahui informasi dari bawahan terkait pada pekerjaan (Wicaksono, 2016). 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
tahun 2015, dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan 
daerah, penganggaran belanja perjalanan harus memperhatikan aspek 
pertanggungjawaban sesuai biaya riil, khusus untuk hal-hal berikut : Sewa 
kendaraan dalam kota, biaya transfortasi, biaya penginapan, jika tidak 
menggunakan penginapan kepada yang bersangkutan diberi 30% dari tarif 
penginapan, uang harian dan presentasi. 
Anggaran pada sektor pemerintahan berasal dari pajak, retribusi, laba 
perusahaan milik Negara atau daerah, pinjaman pemerintah berupa utangan luar 
negeri dan obligasi. Jadi penentuan jumlah alokasi dana di setiap program dan 
aktivitas, serta harus di publikasikan karena ini adalah anggaran dari sektor 
publik. Sedangakan dalam sektor swasta anggaran tidak harus di pulikasikan 
karena dana anggaran berasal dari modal sendiri dan itu bersifat pribadi dan 
rahasia (Anwar dan Sumiati, 2014). 
Masalah-masalah yang berkaitan dengan partisipasi penyusunan anggaran 
dan kinerja manajerial aparatur pemerintah merupakan masalah yang sering di 
perdebatkan banyak orang, bukti empirisnya adalah Penelitian yang dilakukan 
oleh Nurhalimah (2013) bahwa penyusunan anggaran sangat berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut  Yanida, Sudarman dan Rahman 
(2013) menunjukkan semakin besar tingkat partisipasi pegawai dalam penyusunan 
anggaran, maka kinerja pegawai juga akan meningkat. Menurut Anwar dan 
Sumiati (2014) partisipasi penyusunan anggran berpengaruh positif terhadap 
kinerja aparat pemerintah daerah. 
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Hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian sumarno (2005) 
menyebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penyusunan anggaran 
dengan kinerja manajerial. 
 
2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia 
Aset paling penting yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah dan harus 
diperatikan adalah tenaga kerja atau manusia (sumber daya manusia). Terminologi 
sumber daya manusia merujuk kepada orang-orang yang bekerja dalam 
pemerintahan yang kenyataannya sumber daya manusia merupakan elemen 
penting yang senantiasa ada dalam setiap organisasi pemerintah (Yusuf, 2015). 
Sumber daya manusia merupakan satu-satunya yang memiliki akal, 
keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan 
karsa). Semua potensi sumber saya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya 
organisasi dalam mencapai tujuan. Walaupun teknologi semakin maju dan 
perkembangan informasi semakin pesat jika tanpa sumber daya manusia maka 
akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Sutrisno, 2015). 
Menurut Ardiasyah (2013) dalam Sukadana dan Mimba (2015) kualitas 
sumber daya manusia adalah faktor yang paling penting dalam sebuah organisasi 
karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus secara serius 
penyusunan perencanaan dan sumber daya manusia (SDM) dibidang akuntansi 
daerah. 
Sedangkan menurut Yusuf (2015) sumber daya manusia merupakan suatu 
modal dasar yang paling utama dalam setiap organisasi tanpa danya sumber daya 
manusia organisasi tidak akan bias bergerak. Sumber daya manusia dapat 
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didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam 
rangka mencapai strategi dan tujuan yang terus ditetapkan oleh organisasi tanpa 
individu yang memiliki keahlian organisasi tidak dapat mencapai tujuan. 
Sumber daya manusia yang berkualitas itu juga tergantung dari kompetensi 
manajerial, yaitu kemampuan manajerial untuk merumuskan visi dan strategi serta 
kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya-sumber daya lain 
dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi. Kompetensi manajerial 
tidak dapat datang begitu saja, melainkan harus diciptakan terutama melalui 
pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien (Sutrisno, 2015). 
Menurut Riawan (2016) Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya 
manusia yang tepat dan berkualitas yang akan menjadi aset berharga dalam 
organisasi. Indikatornya adalah Latar belakang pendidikan, Mengikuti pendidikan 
/ Pelatihan, dan pengalaman. 
Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat melalui 
program-program pelatihan, pendidikan. Apa yang dapat dijelaskan dari 
pengembangan Sumber daya manusia adalah tentang developmental pratice dan 
membutuhkan kolaborasi dengan program-program manajemen sumber daya 
manusia untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Sutrisno, 2015). 
1. Pendidikan 
Menurut Sutrisno (2015) Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk 
meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap 
persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Arti dari 
pengembangan karyawan merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan 
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keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan 
pencapaian tujuan lebih efisien. 
Dengan memerhatikan pengertian pendidikan seperti yang dikemukakakn 
diatas, maka dapat dikatakan bahwa peran pendidikan adalah sebagai landasan 
untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembankan 
kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberasilan 
pembangunan di masa yang akan datang (Sutrisno, 2015). 
Apabila dilihat dari pendekatan sistem, maka proses pendidikan terdiri dari 
masukan (sarana pendididkan) dan keluaran (perubahan perilaku), serta faktor 
yang memengaruhi proses pendidikan yang pada dasarnya dibedakan menjadi 
dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras (Sutrisno, 2015). 
2. Pelatihan  
Berbagai riset menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif secara signifikan 
berpengaruh terhadap peningkatan proses kerja yang luar biasa pesatnya. Studi 
yang dilakukan Tall dan hall (Sutrisno, 2015), misal, menghasilkan 
kesimpulan bahwa dengan mengkombinasikan berbagai macam faktor seperti 
teknik pelatihan yang benar, persiapan dan perencanaan yang matang, serta 
komitmen terhadap esensi pelatihan (Sutrisno, 2015). 
Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich (Sutrisno, 2015) sebagai usaha 
untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannnya sekarang atau 
dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Pelatihan beroriensasi ke 
masa sekarang dan membantu karyawan untuk menguasai ketrampilan dalam 
pekerjaannya. 
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Menutut Sutrisno, (2015) ada tiga alasan mengapa latihan personel itu 
perlu di selenggarakan oleh organisasi atau perusahaan, di antaranya: 
a. Seleksi personel tidak selalu menjamin akan personel tersebut cukup 
terlatih dan bisa memenuhi persyaratan pekerjaan secara tepat. 
b. Bagi personel yang sudah senior kadang-kadang perlu ada penyegaran 
dengan latihan-latihan kerja. 
c. Manajemen sendiri menyadari bahwa program pelatihan yang efektif dapat 
meningkatkan produktifitas, mengurangi absen, mengurangi labour turn 
over, dan meningkatkan kepuasan kerja. 
 
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman 
terhadap PP Nomor 60 Tahun 2008, Tentang sistem pengendalian internal 
pemerintah. Sistem pengendalian internal sangat penting untuk menunjang 
perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan factor untuk 
menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari 
kinerja yang baik. Kualitas laporan dan pelayanan yang buruk biasa disebabkan 
oleh pengendalian internal yang lemah. Salah satu permasalahan yang sering 
terjadi dalam melaksanakan sistem pengendalian internal adalah pengawasan 
tersebut tidak sesuai dengan pedoman dan unsur-unsur yang terdapat pada 
pengendalian internal (Mamuaja, 2016). 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, sistem 
penendalian internal adalah proses kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh 
pimpinan maupun pegawai agar tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
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yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara 
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  
Mulyadi (2001) dalam Mamuaja (2016), sistem pengendalian internal 
meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukurang yang dikoordinasikan 
untuk menjaga kekayaan organisasi, untuk mengecek keandalan akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Pengendalian internal menurut Dewi (2012) adalah proses yang dipengaruhi 
dewan direksi, manajemen dan personalia lainnya, yang dirancang memberi 
keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan, katagorinya Efektivitas dan 
efisiensi pelaporan, Tingkat keandalan laporan keuangan, Kepatuhan kepada 
hukum dan peraturan yang berlaku. 
Secara teoretis, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 
laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 
Pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran 
daerah terangkum pada laporan keuangan pemerintah (Dewi dkk, 2015). 
Menurut Dewi, dkk (2015) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain 
untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan 
laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. 
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
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untuk memberikan kayakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien. Indikatornya adalah Lingkungan pengendalian, 
Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan 
Pemantauan pengendalian internal (Mamuaja, 2016). 
Menurut PP RI Nomor 60 tahun 2008, Unsur-unsur sistem pengendalian 
internal antara lain : 
1. Lingkungan pengendalian 
Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan 
memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan 
perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan 
manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan dengan : 
a. Penegakan intergritas dan nilai etika 
b. Komitmen terhadap kompetensi 
c. Kepemimpinan yang kondusif 
d. Pembentukan struktur organisasi yangsesuai dengan kebutuhan 
e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat 
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM 
g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif 
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah. 
2. Penilaian resiko 
Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas resiko yang 
dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian resiko 
dapat diwujudkan dengan : 
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a. Penetapan tujuan instalasi secara keseluruhan 
b. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan 
c. Identifikasi resiko 
d. Analisis resiko 
e. Mengelola resiko selama perubahan 
3. Kegiatan pengendalian 
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan 
instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan 
efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian kegiatan terdiri atas: 
a. Review atas kinerja pemerintah 
b. Pembinaan SDM 
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 
d. Pengendalian fisik atas aset 
e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kerja 
f. Pemisahan fungsi 
g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu 
i. Pemabatas aset atas sumber daya dan pencatatannya 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan 
k. Dokumentasi yang baik 
4. Informasi dan komunikasi 
Informasi harus dicatatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi 
pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu 
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bentuk dan sasaran tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan 
pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pegendalian dan tanggung 
jawabnya. Informasi dan komunikasi terdiri dari: 
a. Sarana komunikasi 
b. Manajemen sistem informasi 
5. Pemantauan pengendalian internal 
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan 
memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera 
ditindak lanjuti. Pemantauan pengendalian internal terdiri dari: 
a. Pemantauan berkelanjutan 
b. Evakuasi terpisah 
c. Tindak lanjut 
 
2.1.5 Pengawasan Fungsional 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 
kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan 
yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin 
campur tangan pemerintah pusat. UU tersebut memberikan penegasan bahwa 
daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam 
belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan 
daerah (Laksana dan Handayani, 2014). 
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh sangat penting 
dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya 
keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan 
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menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim 
dalam Wiguna dkk, 2015). 
Pengawasan Fungsional merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah 
daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. 
Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum 
pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Laksana dan Handayani, 2014). 
Suatu kegiatan yang dilakukan bersinambungan untuk mengetahui, 
memahami dan menilai sesuatu kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah 
penyimpangan. Indikator pengawasan fungsional antara lain Laporan 
pemeriksaan, Pelaksanaan pemeriksaan, dan Tindak lanjut pemeriksaan (Laksana 
dan Handayani, 2014). 
Menurut Silalai, dkk (2014) kegiatan pengawasan mutlak dilakukan agar 
dapat terlaksana kegiatan instansi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 
Pengawasan yang efektif akan memberikan suatu jaminan yang mengikat seluruh 
pegawai untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung 
jawab. Silalai, dkk (2014) mengatakan pengawasan/supervisi merupakan tindakan 
mengawasi atau mengarahkan penyelesaian pekerjaan.  
Seiring dengan perjalanan waktu, supervisi dikatakan sebagai proses yang 
dinamis. Pada awalnya pengawasan/supervisi yang dilaksanakan masih bersifat 
kaku atau otoriter, apabila seorang tidak bekerja sebagaimana yang diperintahkan, 
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maka ia akan dihukum. Pada saat ini, pengawasan/supervisi diwarnai dengan gaya 
manajemen partisipatif (Silalahi dkk, 2014). 
Menurut Silalai, dkk (2014) Sistem pengawasan yang diterapkan kepada 
bawahan didasarkan pada suatu keinginan untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan pada masalah-masalah yang sangat penting dalam menjalankan 
tugas yang sedang atau telah selesai dikerjakan. Dengan demikian diperlukan 
sebuah standar yang harus dicapai seorang pegawai dalam menjalankan 
pekerjaanya atau setelah selesai melaksanakan pekerjaanya, sehingga pegawai 
berupaya untuk mencapai standar yang telah ditentukan dalam melaksanakan 
suatu pekerjaan. 
 
2.1.6 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
Dalam melaksanakan tugas keuangan Negara, membutuhkan yang namanya 
sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien. Informasi sebagai penentu 
dalam mengambil keputusan, baik dalam internal pemerintah maupun eksternal 
yang berkepentingan. Demikian informasi akuntansi, apabila disajikan dengan 
bertolak pada sistem yang andal tentu akan menhasilkan informasi yang objektif. 
Oleh sebab itu, penugasan penyusunan sistem informasi akuntansi hendaknya 
dilakukan denga satu tujuan (Widjajanto, 2001). 
Sistem merupakan suatu rangkaian yang berhubungan antara satu dengan 
yang lainnya dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti 
mempunyai sub-sub sistem yang lebih kecil yang saling bekerja sama antara stu 
dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem 
informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan 
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memproses data laporan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan 
(Diana dan Setiawati, 2011: 3). 
Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai catatan, peralatan, 
seperti computer dan perengkapan lainnya, tenaga pelakasana dan laporan yang 
terkoordinasi secara baik yang di desain menggunakan data keuangan menjadi 
informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Sistem informasi akuntansi juga 
berperan sebagai pengaman harta kekayaan, dengan adanya unsur-unsur 
pengendali atau pengecekan dalam sistem akuntansi berbagai kecurangan akan 
dapat dilacak sehingga dapat diperbaiki (Widjajanto, 2001). 
Menurut Romney dan Steinbart (2014) Sistem informasi atau SIA pada 
suatu organisasi memainkan peran penting dalam membantu dan mengelola posisi 
strategis. Pencapaian paling layak antar-aktivitas mengharuskan pengumpulan 
data setiap aktivitas, pentingnya sistem informasi dalam pengumpulan data 
keuangan mengenai aktivitas orgnisasi. Menurut Jogiyanto (2009), sistem 
informasi akuntansi merupakan suatu sistem dimana mampu mengolah data 
transaksi bisnis menjadi informasi keuangan untuk keperluan para pemakainnya. 
Gabungan untuk sumber daya manusia dan peralatan yang bertujuan untuk 
mendapatkan informasi. Indikatornya adalah Teknologi informasi memberikan 
kemudahan untuk menyelesaikan akuntansi lebih cepat dan akurat, Teknologi 
informasi dapat mengevaluasi pengawasan internal dalam SIA dan variasi aplikasi 
software, Jaringan komputer akan dapat dikembangkan untuk pemakaian dalam 
variasi informasi akuntansi (Parjanti dkk, 2014). 
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Adapun manfaat dan tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai 
berikut: 
a. Pengamanan Harta dan Kekayaan 
b. Menghasilkan beberapa informasi untuk pengambilan keputusan 
c. Menghasilkan informasim untuk pihak ekternal 
d. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan dan Divisi 
e. Menyediaan data masa lalu untuk keperluan audit 
 
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 
Hasil temuan-temuan penelitian terdahulu memberikan pengetahuan yang 
meluas mengenai variabel variabel yang terkait dengan kinerja pegawai 
pemerintah daerah melaui partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya 
manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan fungsional dan 
penerapan sistem informasi akuntansi sebagai berikut: 
Penelitian Mertyani Sari Dewi, Nyoman Ari Surya Dharmawan dan Desak 
Nyoman Sri Werastuti (2015) yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja pemerintah daerah Studi empiris satuan kerja perangkat daerah kabupaten 
bangli, bali. Jurusan akuntansi program Si universitas pendidikan Ganesha 
singaraja Indonesia. Dari hasil penelitiannya menujukkan bahwa semua variabel 
partisipasi anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal 
pemerintah, pengawasan fungsional dan penerapan sistem informasi akuntansi 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah. 
Berdasarkan penelitian dari Brejita mamuaja (2016) yang berjudul analisis 
efektifitas penerapan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instalasi 
 
27 
 
pemerintah di dinas pendapatan kota manado dari fakultas ekonomi dan bisnis 
jurusan akuntansi universitas sam ratulangi manado menyimpulkan bahwa 
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah 
dinas pendapatan kota manado. 
Penelitian oleh suhardi M anwar dan sumiati (2014) yang berjudul pengaruh 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah studi 
kasus pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah kota palopo 
jurnal manajemen, menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
Aida Siti Hamidah (2015) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Intern Dan 
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi 
Pemerintah (Survei Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat). Jurusan 
Akuntansi di Universitas Komputer Indonesia, Menyatakan bahwa Pengendalian 
Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. 
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2.3 Kerangka Berpikir 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Hipotesis 
Menurut Bungin (2010) penggunaan hipotesis untuk memberikan jawaban 
sementara terhadap penelitian yang dialakukan, dan hipotesis mempermudah 
peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian 
maupun dalam pengumpulan data. Dalam menentukan hipotesis, peneliti 
membutuhkan sumber sumber data atau teori yang diperoleh dari studi 
kepustakaan. Selain dari sumber-sumber data maupun teori, peneliti juga dapat 
menggunakan pengalaman empiris berdasarkan pengamatan sistematis melalui 
penelitian  eksploratif. 
Sedangkan menurut Sekaran (2011) Hipotesis merupakan hubungan yang 
diperkirakan oleh peneliti secara logis antara dua atau lebih variabel yang 
diungkapkan dalam bentuk pertanyaan kepada responden yang dapat diujikan. 
Partisipasi Penyusunan 
Anggaran 
Kualitas Sumber Saya 
Manusia 
Sistem Penendalian 
Internal Pemerintah 
Pengawasan 
Fungsional 
Penerapan sistem 
informasi akuntansi 
Kinerja pemerintah 
daerah 
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Hipotesis juga dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara 
beberapa kelompok yang terkait dengan variabel penelitian  
Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
2.4.1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah. 
Menurut Anwar dan Sumiati (2014) Partisipasi dalam penyusunan anggaran 
memberi kesempatan kepada bawahan untuk ikut partisipasi  mempengaruhi 
proses penyusunan anggaran. Dalam hal ini untuk mendapatkan target yang sudah 
ditentukan bersama, pelaksana harus sungguh-sungguh dan jeli dalam 
meningkatkan komitmennya. 
Menurut Anwar dan Sumiati (2014) partisipasi penyusunan anggran 
berpengaru positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Ini konsisten 
dengan hasil penelitian Dewi dkk (2015) yang menyatakan sistem pengendalian 
internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah 
H1 : partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah 
 
2.4.2. Kualitas sumber daya manusia berpenaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah 
Sumber daya manusia merupakan satu-satunya yang memiliki akal, 
keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan 
karsa). Semua potensi sumber saya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya 
organisasi dalam mencapai tujuan. Walaupun teknologi semakin maju dan 
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perkembangan informasi semakin pesat jika tanpa sumber daya manusia maka 
akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Sutrisno, 2015). 
Penelitian kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah. 
Hasil penelitian Gomes, et.al, (2013) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya 
manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah 
H2 : kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah 
 
2.4.3. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap 
kinerja pemerintah daerah 
Mulyadi (2001) dalam Mamuaja (2016), sistem pengendalian internal 
meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukurang yang dikoordinasikan 
untuk menjaga kekayaan organisasi, untuk mengecek keandalan akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Hasil penelitian Mamuaja (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem 
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah, ini 
konsisten dengan hasil penelitian Dewi dkk (2015) yang menyatakan sistem 
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah 
H3 : sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah 
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2.4.4. Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah 
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh sangat penting 
dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya 
keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan 
menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Wiguna 
dkk: 2015). 
Sebelum meneliti pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah 
daerah, peneliti sudah mendapatkan informasi bahwa menurut dewi dkk, (2015) 
pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah 
H4 : pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 
 
2.4.5. Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah 
Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai catatan, peralatan, 
seperti computer dan perengkapan lainnya, tenaga pelakasana dan laporan yang 
terkoordinasi secara baik yang di desain menggunakan data keuangan menjadi 
informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Sistem informasi akuntansi juga 
berperan sebagai pengaman harta kekayaan, dengan adanya unsur-unsur 
pengendali atau pengecekan dalam sistem akuntansi berbagai kecurangan akan 
dapat dilacak sehingga dapat diperbaiki (Widjajanto, 2001). 
Berdasarkan penelitian Marlita dkk, (2014) sistem informasi akuntansi 
berpengaru positif terhadap kinera karyawan. Selain itu penelitian Dewi dkk 
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(2015) juga menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif 
terhadap kinerja pemerinta daerah. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah 
H5 : Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu Dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada dinas pemerintah kabupaten Boyolali, yang 
beralamat di Komplek perkantoran terpadu Pemkab Boyolali, jalan merdeka barat, 
Kemiri, Mojosongo. Telp (0276) 321021. Fax : (0276) 321172. Website : 
http://boyolalikab.go.id/. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yaitu dinas 
pemerintahan di kabupaten boyolali dengan tujuan agar penelitian ini sesuai 
dengan yang diharapkan. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei  
sampai bulan Juni tahun 2017 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 
adalah objek penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data 
dengan menggunakan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2011).  
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pada dinas 
pemerintahan boyolali dengan menggunakan dimensi partisipasi penyususnan 
anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, 
pengewasan fungsional dan sistem informasi akuntasi pada dinas pemerintah 
boyolali melalui kuesioner yang diajukan pada SKPD pemerintah Kabupaten 
Boyolali. 
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3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Menurut Sarjanti, dkk (2014) dan Sekaran (2006: 121) populasi merupakan 
gabungan dari beberapa kejadian, sekelompok orang, benda yang memiliki 
karakteristik sama dan dapat dijadikan penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono 
(2014) populasi yaitu suatu tempat yang mempunyai karakter tertentu yang dipilih 
peneliti untuk dijadikan penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini  adalah SKPD di Kabupaten Boyolali. 
Jumlah pegawai negeri sipil pada SKPD Kabupaten Boyolali adalah 437 orang. 
 
3.3.2 Sampel 
Menurut Priyatno dalam Parjanti (2014) sampel adalah sebagian dari 
populasi yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2014) sampel adalah 
sebagian karakteristik yang dimiliki dan dapat mewakili oleh populasi.  Ukuran 
sampel dalam penelitian ini antara 82 responden yang merupakan Pegawai Negeri 
Sipil pada SKPD pemerintah Kabupaten Boyolali. 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Sampel purposive adalah pengambilan sampel yang 
berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun 
ciri yang telah diketahui peneliti sebelumnya  (Indriantoro dan Supomo, 2011). 
Kriteria yang dikehendaki oleh peneliti adalah SKPD pemerintah Kabupaten 
Boyolali meliputi 1 Sekretariat, 1 Inspektorat, 3 Badan, 1 DPRD, 15 Dinas. 
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Penentuan sampel ditentukan dengan rumus slovin sebagai berikut (Yusuf, 
2014: 170): 
n = 
𝑁
1+(Nx𝑒2)
 
keterangan: 
n = Jumlah sampel 
N = Populasi 
E = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 
sampel yang masih ditolelir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 10%.  
n = 
437
1+(437x0,12)
 
n = 
437
4,37
 = 81,4  
Dari hasil perhitungan tersebut, maka diketahui besar sampel yang 
diperlukan adalah sebesar 81,4 yang dibulatkan menjadi 82 responden. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Jenis data yan digunakan  dalam penelitian ini menggunakan data primer. 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian 
menggunakan teknik wawancara, kuesioner, atau observasi (Suharyadi dan 
Purwanto, 2013: 14). Data primer dalam penelitian ini berupa data dari kuesioner. 
Data primer diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah teknik 
kuesioner. Pertanyaan peneliti dan jawaban dari responden dapat dikemukakan 
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secara tertulis melalui suatu kuesioner (Indriantoro dan Supomo, 2011). Teknik 
ini memberikan tanggungjawab kepada semua responden untuk membaca dan 
menjawab pertanyaan kuesioner tersebut. 
 
3.6 Variabel Penelitian 
3.6.1 Variabel Dependen 
Variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 
variabel yang lain (Indriantoro dan supomo 2011). Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. 
 
3.6.2 Variabel Independen 
Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang 
lainnya (Indriantoro dan supomo 2011). Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah Partisipasi penyusunan angaran, Kualitas sumber daya manusia, Sistem 
pengendalian internal pemerintah, Pengawasan fungsional,Penerapan sistem 
informasi akuntansi. 
 
3.7 Definisi Operasional Variable 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator 
Kinerja Pemerintah 
daerah (Kinerja 
Pemerintah daerah 
(Y) 
Menurut Rohman (2007) 
kinerja pemerintah daerah 
merupakan  gambaran 
mengenai tingkat 
tercapainya kegiatan 
dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan, misi dan 
visi suatu oranisasi. 
-Pencapaian target 
-Tepat sasaran 
-Tepat waktu 
-Objektif 
 
(LKJiP Kab. Boyolali) 
 
Partisipasi 
penyususnan 
Keterlibatan bawahan 
dalam pemberian 
-Keterlibatan proses 
-Kepentingan berpendapat 
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anggaran (X1) pertimbangan dan usulan 
dalam mengambil 
keputusan, 
mempersiapkan dan 
merevisi anggaran 
(Sumiati, 2014) 
-Kesediaan berpendapat 
-Kepuasan hasil akhir 
-Intensitas opini 
(Milani 1995 dalam Desy 
lesmana 2011) 
 
Kualitas Sumber 
Daya Manusia (X2) 
sumber daya manusia 
yang tepat dan berkualitas 
yang akan menjadi aset 
berharga dalam organisasi 
(Riawan, 2016). 
-Latar belakang pendidikan 
-Mengikuti pendidikan / 
pelatihan 
-Pengalaman 
(Riawan, 2016). 
Sistem pengendalian 
internal (X3) 
Sistem Pengendalian 
Intern adalah proses yang 
integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk 
memberikan kayakinan 
memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan 
efisien. 
(Mamuaja, 2016) 
- Lingkungan 
Pengendalian; 
- PenilaianRisiko; 
- Kegiatan Pengendalian; 
- Informasi dan 
Komunikasi; dan 
- Pemantauan 
Pengendalian Internal 
 
(Mamuaja, 2016) 
Pengawasan 
Fungsional (X4) 
suatu kegiatan yang 
dilakukan 
bersinambungan untuk 
mengetahui, memahami 
dan menilai sesuatu 
kegiatan tertentu sehingga 
dapat mencegah 
penyimpangan (Laksana 
dan Handayani, 2014) 
-Laporan pemeriksaan 
-Pelaksanaan pemeriksaan 
-tindak lanjut pemeriksaan 
 
(Laksana dan Handayani, 
2014)  
Penerapan sistem 
Informasi Akuntansi 
(X5) 
Gabungan untuk sumber 
daya manusia dan 
peralatan yang bertujuan 
untuk mendapatkan 
informasi  
(Parjanti dkk, 2014) 
-Teknologi informasi 
memberikan kemudahan 
untuk menyelesaikan 
akuntansi lebih cepat dan 
akurat 
-Teknologi informasi dapat 
mengevaluasi pengawasan 
internal dalam SIA dan 
variasi aplikasi software 
-Jaringan komputer akan 
dapat dikembangkan untuk 
pemakaian dalam variasi 
informasi akuntansi 
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(Parjanti dkk, 2014). 
 
3.8 Instrument Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Untuk mengukur jawaban  responden 
digunakan lima point skala Likert, dengan perincian sebagai berikut: 
1. SS (Sangat Setuju)  : Skor 5 
2. S (Setuju)    : Skor 4 
3. N (Netral)    : Skor 3 
4. TS (Tidak Setuju)   : Skor 2 
5. STS (Sangat Tidak Setuju) : Skor 1 
 
3.9 Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar 
dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, maka keabsahan dalam penelitian ini 
sangat ditentukan oleh alat ukur variabel yang akan diteliti. Untuk itu  dalam 
penelitian ini akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
Menurut Sekaran (2006: 43) dapat menerapkan uji validitas jika kita 
mempunyai pertanyaan dengan harapan dapat mengungkapnya, agar dapat 
secara jelas bahwa kita benar-benar dapat mengukur dengan konsep yang 
sudah direncanakan. Ada beberapa jenis uji validitas yang dapat diuji 
ketepatan ukurannya dan penulisannya mengunakan petunjuk yang berbeda, 
uji validitas dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian besar yaitu : 
a. Validitas isi 
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b. Validitas berdasarkan kriteria 
c. Validitas konsep 
Menurut Latan dan Temalagi (2013: 30) uji validitas dapat dibagi menjadi 
dua yaitu valititas eksternal dan internal. dalam penelitian ini, menggunakan 
variable internal yaitu menggunakan instrument peneliti dalam mengukur 
suatu konsep. 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate 
antara masing-masing skor indikator dengan total skor kostruk atau variabel. 
Instrumen dinyatakan valid jika nilai probabilitas < 0.01 (Ghozali, 2016). 
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Suparno dan Sudarsi (2014) Uji reabilitas menunjukkan bahwa 
apakah instrumen dapat mengukur sesuatu secara konsisten dan tepat waktu, 
jika pengukurannya konsisten dan tepat waktu maka pengukurannya dapat 
dikatakan reliabel. Pengukurannya menggunakan metode cronbach alpha. 
Menurut Latan dan Temalagi (2013) uji reabilitas menunjukkan ketepatan, 
akurasi, serta konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel. Suatu kuesioner 
dikatakan handal jika pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan 
konsisten atau stabil. Pengujian reabilitas dapat dilakukan hanya pada 
indikator-indikator konstruk yang telah melalui pengujian validitas dan 
dinyatakan valid. 
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Menurut Ghozali (2016) Disini peneliti menggunakan SPSS untuk 
mengukur reabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 
tersebut dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.70. 
 
3.9.1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. 
Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 
heteroskedastisitas. 
1. Uji Normalitas 
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang telah di 
ketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 
distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk 
jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016: 154). 
Untuk menguji normalitas residual peneliti menggunakan uji statistik non-
parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat 
hipotesis: HO : Data residual berdistribusi normal 
HA : Data residual berdistribusi tidak normal 
Jika nilainya di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi 
asumsi normalitas dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan 
sebagai tidak normal (Ghozali, 2016: 158). 
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2. Uji Multikolinearitas 
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel 
saling bertoleransi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Ortogonal 
adalah variabel dependeng yang niali kolerasi antar sesama variabel 
independen dengan nol (Ghozali, 2016: 153). 
Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 
factor (VIF). Nilai cutoff umum digunakan untuk menunjukkan adannya 
Multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau samadengan nilai VIF ≥ 
10 (Ghozali, 2016: 153-154). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari risidual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lainnya. Jika suatu variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 
lainnya tetap, maka disebut homoskesdastisitas dan jika terjadi perbedaan 
dengan pengamatan yang lain  maka disebut heteroskedastisitas. Model yang 
baik dalam penelitian adalah jika terjadi homoskesdastisitas (Ghozali, 2016: 
134). 
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 
metode Glejser Test. Uji glejser menggunakan regresi nilai absolut residual 
terhadap variabel independen dengan persamaan: |Ut| = α + βXt + vt. Dimana 
tingkat kepercayaan atau probabilitas signifikansinya adalah sebesar 5%. Jika 
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nilai signifikansi variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen < 
0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghazali, 2016). 
 
3.9.2. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
 Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas secara 
bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat secara signifikan atau 
positif. Jika nilai probabilitas < 0.05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh 
signifikan atau positif secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Namun, jiaka nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dengan 
variabel terikat (Ghozali, 2016). 
2. Uji R2 
 Uji R2 bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi dependen. Nilai R2 adalah antara nol dan satu. Nilai R2 
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 
satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 
yang dibutuhkan untuk mempredeksi variasi variabel dependen (Ghozali, 
2016).  
 Sedangkan nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila variabel 
independen ditambahkan kedalam model. Nilai adjusted R2 dapat bernilai 
positif walaupun dikendaki harus bernilai positif. Secara sistematis jika nilai 
 
43 
 
R2  = 1. Maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan nilai R2 = (1 – k)/(n – k). Jika k 
> t, maka adjusted R2 akan bernilai negatif (Ghozali, 2016). 
 
3.9.3. Analisa Regresi Linier Berganda 
Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah menggunakan regresi linier berganda. Analisis ini merupakan studi 
mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih 
variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau 
memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 
nilai variabel independen yang diketahui (Priadana dan Saludin, 2009:184-185). 
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Y  = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 
Keterangan : 
Y = Penerapan Akuntansi Akrual 
α = Konstanta 
X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia  
X2 = Tingkat Pendidikan 
X3 = Pelatihan 
X4 = Regulasi 
X5 = Kualitas Teknologi Informasi   
e  = Standar eror 
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3.9.4. Uji Hipotesis 
Uji t bertujuan untuk menguji secara parsial variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Hasil uji t dapat dilihat dari tabel coefficients pada kolom sig. jika 
probabilitas nilai t atau signifikasi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 
pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Namun, jika 
probabilitas nilai t > 0,05, maka  dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dan variabel terikat 
(Ghozali, 2016: 99). 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada 21 SKPD di Pemerintahan Kabupaten 
Boyolali. Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 94 
kuesioner yang dilakukan dari tanggal 11 September 2017 hingga tanggal 21 
September 2017 dan kuesioner yang kembali sebanyak 82 kuesioner artinya 
persentase tingkat pengembalian kuesioner sebesar 87,2%. 
Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian, pegawai/staf 
bagian di masing-masing SKPD. Data dikumpulkan dengan menyebarkan 
kuesioner yang dikirim langsung oleh peneliti ke seluruh SKPD. Jumlah SKPD di 
Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah 21 SKPD yang terdiri dari dinas dan 
badan.  
Langkah-langkah dalam penyebaran kuesioner dimulai dengan dari 
pembuatan surat ijin penelitian dari kampus yang ditunjukkan kepada Kepala 
Kesbangpol yang akan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis 
Islam. Dalam proses ini membutuhkan waktu 2 hari. 
Surat ijin penelitian dari Dekan dikirim ke Kesbangpol untuk meminta surat 
persejutuan penelitian di SKDP Kabupaten Boyolali. Kesbangpol membuatkan 
surat ijin penelitian yang ditujukan ke Kepala Organisasi Perangkat Daerah. 
Proses ini hanya sebentar yaitu mengandakan surat tersebut sesuai dengan 
tembusan yang di berikan kepada Kantor Kesbangpol, Iain Surakarta, Arsip dan 
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jumlah SKPD yang dijadikan obyek, setelah itu meminta cap dan tanda tangan 
dari Kepala Kesbangpol. Proses ini membutuhkan waktu selama satu hari 
selanjutnya bisa langsung menyebar kuesioner. 
Langkah penyebaran kuesioner dilakukan selama 2 minggu dengan 
menitipkan ke bagian Sekretariat untuk diserahkan kepada responden. Kemudian 
sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, kuesioner diambil kembali. 
Pengambilan kuesioner dilakukan tiga kali, sebab saat pertama pengambilan 
masih ada yang belum selesai dalam pengisian kuesionernya.  
Selain dititipkan kuesioner juga diserahkan kepada responden secara 
langsung. Hal ini dilakukan untuk memperjelas isi dari kuesioner. Karena ada 
beberapa responden yang meminta untuk bertemu agar lebih mudah dalam 
pengisian kuesioner. Berikut adalah ringkasan pengiriman dan pengembalian 
kuesioner. 
Tabel 4. 1. Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 
Kuesioner Jumlah Persentase (%) 
Kuesioner yang dibagikan 94 100% 
Kuesioner yang tidak kembali  12 12,8% 
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap 0 0% 
Kuesioner yang dapat diolah 82 87,2% 
 Sumber: Data Primer diolah, 2017 
 
4.1.2. Deskripsi Responden 
Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil 
dari 82 responden dari Kepala Sub Bagian dan pegawai/staf yang menjadi 
responden dalam pengisian kuesioner ini. Karakteristik responden ini meliputi 
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jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan dan 
lama bekerja. Demografi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 
Tabel 4. 2. Demografi Responden 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Jenis Kelamin     
  - Pria 47 responden 57,3% 
  - Wanita 35 responden 42,7% 
 Jumlah 82 responden 100% 
2 Umur     
  - 20-30 tahun  6 responden 7,3% 
  - 31-40 tahun  19 responden 23,2% 
  - 41-50 tahun  30 responden 36,6% 
  - >50 tahun 27 responden 32,9% 
 Jumlah 82 responden 100% 
3 Pendidikan Terakhir    
 
- SMA  5 responden 6,1% 
  - D3  9 responden 10,9% 
  - S1 46 responden 56,1% 
  - S2 22 responden 26,9% 
 Jumlah 82 responden 100% 
4 Jabatan     
  - Kepala Sub Bagian  44 responden 53,6% 
 
- Pegawai/staf Bagian  38 responden 46,4% 
  Jumlah 82 responden  100% 
5 Lama Bekerja     
  - 1-5 tahun   5 responden 6,1% 
  - 6-10 tahun   8 responden 9,8% 
  - >10 tahun 69 responden 84,1% 
  Jumlah 82 responden 100% 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017. 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas, responden dengan jenis kelamin wanita 
berjumlah 35 orang (42,7%) dan pria berjumlah 47 orang (57,3%). Umur 
responden didominasi umur 41-50 tahun dengan jumlah 30 orang (36,6%) dan 
>50 tahun dengan jumlah 27 orang (32,9%) selanjutnya disusul dengan umur 
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responden 31-40 tahun berjumlah 19 orang (23,2%) dan kemudian umur 20-30 
tahun berjumlah 6 orang (7,3%). 
Pengelompokkan responden berdasarkan tingkat pendidikan responden yang 
paling banyak adalah pendidikan terakhir S1 yaitu 46 orang (56,1%). Yang kedua 
adalah tingkat pendidikan S2 yaitu 22 orang (26,9%), kemudian tingkat D3 yaitu 
9 orang (10,9%) dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan SMA adalah 5 orang 
(6,1%). 
Pengelompokkan responden berdasarkan jabatan sebagai Kepala Sub 
Bagian yaitu 44 orang (53,6%) dan Pegawai/Staf yaitu 38 orang (46,4%).  Lama 
bekerja responden didominasi dari >10 tahun yaitu 69 orang (84,1%), selanjutnya 
disusul dari 6-10 tahun yaitu 8 orang (9,8%), dan kemudian 1-5 tahun berjumlah 5 
orang (6,1%). 
 
4.2.   Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif 
Uji statistik desktriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara 
umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian dari masing-masing 
variabel. Berikut ini adalah rangkuman hasil uji statistik deskriptif. 
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Tabel 4. 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Y 82 9 20 15.93 2.059 
X1 82 11 25 20.41 2.753 
X2 82 9 15 12.56 1.500 
X3 82 9 15 12.54 1.326 
X4 82 9 15 12.56 1.500 
X5 82 9 15 12.55 1.325 
Valid N 
(listwise) 
82     
    Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Pada variabel kinerja pemerintah daerah (Y) terdiri dari 4 item pertanyaan. 
Para responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimal jawaban 
adalah 9 dan nilai maksimal jawaban adalah 20 dengan rata-rata jawaban 15.93 
serta dan standar deviasi 2.059. 
Kemudian variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1) 5 item pertanyaan 
memiliki nilai jawaban minimal adalah 11 dan maksimal 25 dan rata-rata jawaban 
20.41 serta dengan standar deviasi 2.753. 
Variabel kualitas sumber daya manusia (X2) dengan 3 item pertanyaan 
dengan total jawaban minimal adalah 9 dan total jawaban maksimal adalah 15 
kemudian memiliki rata-rata total jawaban adalah 12.56 dan standar deviasi 1.500.  
Variabel sistem pengendalian internal (X3) dengan 3 item pertanyaan 
memiliki total jawaban minimal adalah 9, maksimal adalah 15, rata-rata adalah 
12.54 dan standar deviasi 1.326. 
Variabel pengawasan fungsional (X4) dengan 3 item pertanyaan memiliki 
total jawaban minimal adalah 9, maksimal adalah 15, rata-rata adalah 12.56 dan 
standar deviasi 1.500. 
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Variabel penerapan sistem informasi akuntansi (X5) dengan 3 item 
pertanyaan memiliki total jawaban minimal adalah 9, maksimal adalah 15, rata-
rata adalah 12.55 dan standar deviasi 1.325. 
 
4.2.2 Instrumen Penelitian 
1. Hasil Uji Validitas Data 
Tujuan pengujian validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan 
dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen 
pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi bila alat ukur tersebut 
memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 
tersebut. Uji yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 
pengukuran dikatakan sebagai uji yang memiliki validitas rendah. 
Nilai rtabel dihitung dengan menggunakan analisis df (degree of freedom) 
yaitu dengan rumusdf = n– 2 dengan n adalah jumlah responden. Dengan 
demikian, df = 80 (82–2). Berdasarkan tabel rproduct moment diperoleh nilai rtabel 
sebesar 0,2172. Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam 
tabel-tabel berikut. 
Tabel 4. 4. Hasil Uji Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Item Pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan 
1 0,549 0,2172 Valid 
2 0525 0,2172 Valid 
3 0,603 0,2172 Valid 
4 0,596 0,2172 Valid 
5 0,656 0,2172 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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Tabel 4. 5. Hasil Uji Validitas Kualitas Sumber Daya Manusia 
Item Pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan 
1 0,750 0,2172 Valid 
2 0,790 0,2172 Valid 
3 0,695 0,2172 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4. 6. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal 
Item Pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan 
1 0,535 0,2172 Valid 
2 0,781 0,2172 Valid 
3 0,564 0,2172 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4. 7. Hasil Uji Validitas Pengawasan Fungsional 
Item Pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan 
1 0,750 0,2172 Valid 
2 0,790 0,2172 Valid 
3 0,695 0,2172 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4. 8. Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
Item Pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan 
1 0,515 0,2172 Valid 
2 0,770 0,2172 Valid 
3 0,558 0,2172 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4. 9. Hasil Uji Validitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Item Pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan 
1 0,689 0,2172 Valid 
2 0,737 0,2172 Valid 
3 0,635 0,2172 Valid 
4 0,654 0,2172 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel-tabel di atas menunjukkan nilai rhitung untuk setiap item pertanyaan 
dari masing-masing variabel lebih besar dari nilai rtabel. Tingkat signifikansi untuk 
semua item berada pada level 0,05. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item 
pertanyaan yang mengukur variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas 
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Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Fungsional, 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pemerintah Daerah adalah 
valid. 
2. Hasil Uji Reliabilitas Data 
Pengujian reabilitas data dilakukan dengan uji statistic Cronbach’s Alpha. 
Hasil pengujian reliabilitas kuesioner ditampilkan dalam tabel berikut: 
Tabel 4. 10. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s alpha Kesimpulan 
Partisipasi Penyusunan 
Anggaran 
0,795 Reliabel 
Kualitas Sumber Daya Manusia 0,864 Reliabel 
Sistem Pengendalian Internal 0,782 Reliabel 
Pengawasan Fungsional 0,864 Reliabel 
Penerapan Sistem Informasi 
Akuntansi 
0,773 Reliabel 
Kinerja Pemerintah Daerah 0,843 Reliabel 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s alpha untuk variabel 
Kompetensi Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah 0,795. Angka ini > 0,70. 
Hal ini berarti bahwa konstruk pertanyaan yang disusun untuk mengukur 
Kompetensi Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah reliabel. Begitu pula dengan 
variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, 
Pengawasan Fungsional, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja 
Pemerintah Daerah. Nilai Cronbach’s alpha untuk empat variabel tersebut secara 
berturut-turut adalah 0,864; 0,782; 0,864, 0,773 dan 0,843. Angka ini juga > 0,70 
yang berarti bahwa konstruk pertanyaan untuk mengukur keempat variabel 
tersebut dinyatakan reliabel. 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian variabel 
terdistribusi secara normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 
pengujian One-Sample Kolmogorov Smirnov test yang terdapat dalam program 
SPSS 23. Data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi 
dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi diatas 5% (Ghozali, 2016). 
Tabel 4. 11. Hasil Uji Normalitas 
Uji Sig. Alpha Kesimpulan 
Kolmogorov Smirnov 0,052 0,05 Terdistribusi Normal 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pengujian terhadap residual persamaan 
regresi memberikan nilai signifikasi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,052. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan 
normal. 
2. Uji Multikolinearitas  
Uji  multikolinieritas  digunakan  untuk  mengetahui  korelasi  antar variabel  
independen.  Model  regresi  yang  baik  adalah  model  yang  tidak terdapat  
korelasi  antara  variabel  independen  atau  korelasi  antar  variabel 
independennya rendah. Keberadaan multikolinieritas dideteksi dengan Varians 
Inflating Factor  (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hasil uji  multikolinieritas 
tersaji pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 7.322 3.136  2.335 .022   
X1 -.002 .071 -.003 -.033 .974 .978 1.022 
X2 .165 .142 .120 1.163 .249 .822 1.216 
X3 .967 .172 .623 5.621 .000 .713 1.402 
X4 .031 .141 .023 .219 .827 .828 1.208 
X5 -.473 .171 -.304 -2.759 .007 .720 1.388 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Dilihat dalam nilai tolerance setiap variabel lebih kecil dari nilai tolerance 
yaitu <10. VIF setiap variabel juga >10. Jadi dapat disimpulkan tidak ada 
multikolonieritas antar independen dalam model regresi. 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Uji Heteroskedatisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Glejser. 
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari 
unstandardized residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. 
Apabila tingkat signifikansi variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas 
Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Fungsional, 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan 
mengandung heterokedastisitas. Hasil dalam penelitian ini tersaji dalam tabel 
sebagai berikut ini: 
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Tabel 4. 13. Hasil Uji Heteroskedatisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .062 2.058  .030 .976 
X1 .023 .046 .057 .502 .617 
X2 -.007 .093 -.010 -.077 .939 
X3 .092 .113 .109 .817 .416 
X4 -.102 .093 -.137 -1.104 .273 
X5 .073 .112 .087 .653 .516 
a. Dependent Variable: abs 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Dari hasil Uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari Partisipasi 
Penyusunan Anggaran .617; Kualitas Sumber Daya Manusia .939, Sistem 
Pengendalian Internal .416, Pengawasan Fungsional .273 dan Penerapan Sistem 
Informasi Akuntansi .516. Apabila Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas 
Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Fungsional, 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi < 0,05, maka dapat dikatakan 
mengandung heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat data 
tidak mengandung heteroskedastisitas. 
 
4.2.4 Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang 
dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 
dependen. Dengan menggunakan signifikansi 5%. Hasil uji F dilihat tabel berikut: 
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Tabel 4. 14. Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 115.012 5 23.002 7.649 .000b 
Residual 228.549 76 3.007   
Total 343.561 81    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa signifikansinya adalah  0,000 
kurang dari 0,05. Nilai F hitung 7,649 > F tabel yaitu 2,49 (df N1= 6-1 dan df N2 
82-6). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah 
tepat atau fit. 
2. Uji Koefisien Determinasi 
Hasil uji koefisien determinasi antara Partisipasi Penyusunan Anggaran, 
Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan 
Fungsional, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintah 
Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut: 
Tabel 4. 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .579a .335 .291 1.734 
a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017.  
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjust R Square sebesar 
0,291. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, 
Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan 
Fungsional, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintah 
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Daerah  sebesar 29,1% dan sisanya 70,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 
model penelitian. 
 
4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
Regresi Linear Berganda. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan 
program SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut: 
Tabel 4. 16. Hasil uji Regresion 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.322 3.136  2.335 .022 
X1 -.002 .071 -.003 -.033 .974 
X2 .165 .142 .120 1.163 .249 
X3 .967 .172 .623 5.621 .000 
X4 .031 .141 .023 .219 .827 
X5 -.473 .171 -.304 -2.759 .007 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Y  7,322 – 0,002X1 + 0,165X2  0,967X3 + 0,031X4 – 0,473X5   3,136 
Model persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut :  
1. Konstanta sebesar 7,322 menunjukan jika variabel partisipasi penyusunan 
anggaran (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), sistem pengendalian 
intern pemerintah (X3), pengawasan fungsional (X4), dan penerapan sistem 
informasi akuntansi (X5) bernilai konstan, maka variabel kinerja pemerintah 
daerah (Y) memiliki nilai positif sebesar 7,322 satuan. 
2. Variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1) memiliki koefisien negatif 
sebesar -0,002 dan nilai signifikan 0,974. Nilai probabilitas signifikan untuk 
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partisipasi penyusunan anggaran (X1) adalah 0,974. Nilai ini lebih besar dari 
nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa partisipasi 
penyusunan anggaran (X1) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah (Y). 
3. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) memiliki koefisien positif 
sebesar 0,165 dan nilai signifikan 0,249. Nilai probabilitas signifikan untuk 
Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) adalah 0,249. Nilai ini lebih besar dari 
nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa Kualitas Sumber 
Daya Manusia (X2) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 
(Y). 
4. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) memiliki koefisien 
positif sebesar 0,967 dan nilai signifikan 0,000. Nilai probabilitas signifikan 
untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) adalah 0,000. Nilai ini 
lebih kecil dari nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah (Y). 
5. Variabel Pengawasan Fungsional (X4) memiliki koefisien positif sebesar 
0,031 dan nilai signifikan 0,827. Nilai probabilitas signifikan untuk 
Pengawasan Fungsional (X4) adalah 0,827. Nilai ini lebih besar dari nilai 
probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa Pengawasan Fungsional 
(X4) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). 
6. Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X5) memiliki koefisien 
negatif sebesar -0,473 dan nilai signifikan 0,007. Nilai probabilitas signifikan 
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untuk Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X5) adalah 0,007. Nilai ini 
lebih kecil dari nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X5) berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah (Y). 
 
4.2.6 Uji Hipotesis 
Berdasarkan data tabel 4.15 di atas tersebut, dapat dijelaskan dengan uji 
signifikansi sebagai berikut: 
1. Nilai signifikansi partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
pemerintah daerah sebesar 0,974 sehingga signifikansi diatas dari 0,05. Nilai 
thitung -0,002 > ttabel 1,98932. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen 
tidak pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran tidak  berpengaruh terhadap 
kinerja pemerintah daerah. 
2. Nilai signifikansi Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kinerja pemerintah 
daerah sebesar 0,249 sehingga signifikansi diatas 0,05. Nilai thitung 0,165 > ttabel 
1,98932. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak pengaruh 
terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
Kualitas Sumber Daya Manusia tidak  berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah. 
3. Nilai signifikansi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kinerja 
pemerintah daerah sebesar 0,000 sehingga signifikansi dibawah 0,05. Nilai 
thitung 0,967 > ttabel 1,98932. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen 
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 
4. Nilai signifikansi Pengawasan Fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah 
sebesar 0,827 sehingga signifikansi diatas 0,05. Nilai thitung  0,031 > ttabel 
1,98932. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak pengaruh 
terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah. 
5. Nilai signifikansi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja 
pemerintah daerah sebesar 0,007 sehingga signifikansi dibawah 0,05. Nilai 
thitung -0,473 > ttabel 1,98932. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen 
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
4.3.1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H1 
dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 
Partisipasi Penyusunan Anggaran sebesar 0,974 berarti tingkat signifikansinya 
diatas dari 0,05. Nilai thitung -0,002 > ttabel 1,98932. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran tidak  berpengaruh terhadap 
kinerja pemerintah daerah. 
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 
dkk (2015) dan Nurhalimah dkk (2013) yang menyatakan bahwa Partisipasi 
Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah. Partisipasi 
Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Karena 
Penata usahaan dan pencatatan aset tetap pemerintah daerah belum sepenuhnya 
tertib, serta belanja hibah belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban oleh 
penerima hibah. 
 
4.3.2. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H2 
dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
signifikansi Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kinerja pemerintah daerah 
sebesar 0,249 sehingga signifikansi diatas 0,05. Nilai thitung 0,165 > ttabel 1,98932. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia tidak  
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.  
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Riawan (2016) yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia 
tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Karena Pada tahun 2016 Bupati 
Boyolali Drs. H Seno Samodro menjabat sebagai bupati, banyak PNS yang 
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menerima SK mutasi. Mutasi tersebut untuk mengisi kekosongan Pejabat, Camat, 
Kasi, Kabid dan Kepala Sekolah. Namun dengan adanya mutasi tersebut, banyak 
PNS yang harus menyesuaikan kinerja mereka dibagian yang baru, karena kinerja 
disuatu tempat yang lain akan berbeda jadi kualitas sumber daya manusianya 
menurun. 
 
4.3.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H3 
dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 
Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 0,000 
sehingga signifikansi dibawah 0,05. Nilai thitung 0,967 > ttabel 1,98932. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamidah 
(2015) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya bahwa Kinerja Pemerintah di 
Kabupaten Boyolali sangat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal. Sistem 
pengendalian internal yang efektif dapat mempengaruhi kinerja pemerintah yang 
sudah ditentukan. 
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4.3.4. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah 
Daerah. 
 Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H4 
dapat disimpulkan bahwa variabel Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 
Pengawasan Fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 0,827 
sehingga signifikansi diatas 0,05. Nilai thitung  0,031 > ttabel 1,98932. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh terhadap 
kinerja pemerintah daerah.   
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung 
Puja Laksana, Bestari Dwi Handayani (2014) yang menyatakan bahwa 
Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh di kabupaten Boyolali karena 
pengawasan di Kabupaten Boyolali masih rendah, Secara akuntabilitas instansi 
pemerintah (APIP) masih di tinkat level 1 (dari 3 level). Direncanakan pada tahun 
2019 Kabupaten Boyolali sudah berada di level 3, sementara dari tahun 2013 – 
2016 APIP Kabupaten Boyolali masih tidah menunjukkan peningkatan 
perubahan. 
 
4.3.5. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H5 
dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
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signifikansi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja pemerintah 
daerah sebesar 0,007 sehingga signifikansi dibawah 0,05. Nilai thitung -0,473 > ttabel 
1,98932. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sistem Informasi 
Akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk 
(2015) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya bahwa Kinerja 
Pemerintah di Kabupaten Boyolali sangat dipengaruhi oleh Penerapan Sistem 
Informasi Akuntansi. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang berjalan baik 
akan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah yang sudah ditentukan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1.Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Partisipasi Penyusunan 
Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, 
Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah di  SKPD Kabupaten Boyolali sebagai berikut: 
1. Variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1) memiliki nilai signifikan 
0,974. Nilai ini lebih besar dari nilai probabilitas α = 5%, maka dapat 
dinyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran (X1) tidak berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). 
2. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) memiliki nilai signifikan 0,249. 
Nilai ini lebih besar dari nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan 
bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) tidak berpengaruh terhadap 
kinerja pemerintah daerah (Y). 
3. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) memiliki nilai 
signifikan 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas α = 5%, maka 
dapat dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). 
4. Variabel Pengawasan Fungsional (X4) memiliki nilai signifikan 0,827. Nilai 
ini lebih besar dari nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa 
Pengawasan Fungsional (X4) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah (Y). 
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5. Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X5) memiliki nilai 
signifikan 0,007. Nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas α = 5%, maka 
dapat dinyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X5) 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). 
 
5.2. Keterbatasan 
Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Boyolali berdasarkan 
Peraturan Pemrintah Daerah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 2 yang terdiri dari 
sekretariat, inspektorat, dinas-dinas, satuan dan badan-badan. Sehingga SKPD 
yang belum diteliti adalah kecamatan dan kelurahan seluruh kabupaten 
Boyolali. 
2. Penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara 
tertulis dan dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi 
validitas hasil.  Persepsi  responden  belum  tentu  mencerminkan  keadaan  
yang sebenarnya.  
3. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  variabel  Partisipasi Penyusunan 
Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, 
Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi sehingga 
dimungkinkan adanya variabel lain  yang  mempengaruhi  kinerja pemerintah 
daerah,  misalnya  pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran audit 
internal, dan lain-lain. 
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4. Dalam variabel Partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumber daya 
manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan jurnal 
pendukung variabel keduanya yang tidak berpengaruh belum di temukan oleh 
peneliti, ini di jadikan keterbatasan oleh peneliti. 
  
5.3.  Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis 
memberikan saran antaran lain: 
1. Peneliti selanjutnya diarahkan untuk meneliti SKPD termasuk kecamatan dan 
kelurahan kabupaten Boyolali, sehingga penelitian akan menjadi lebih 
optimal. 
2. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bisa ditambahkan dengan 
menggunakan wawancara atau interview untuk meningkatkan keseriusan 
responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. 
3. Saran untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalamam 
materi maupun skill, atau bisa juga mengandakan seminar yang berhubungan 
dengan kinerja pemerintah daerah. 
4. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  menambah  variabel  penelitian,  agar  dapat 
diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah 
daerah. 
5. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menambah  sampel  penelitian,  tidak  
hanya pada tingkat kepala sub bagian, sehingga didapatkan hasil yang lebih 
baik. 
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LAMPIRAN 1 
JADWAL PENELITIAN 
N
o 
Bulan September Januari Maret Juni September Oktober November Desember Januari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
x x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
   
 
 
       
            
Proposal             
2 Konsultasi          x x x                         
3 Semprof             x                        
3 Revisi 
Proposal 
              x x x                     
4 Pengumpulan 
Data 
                 x x                  
5 Analisis data                   x x                 
6 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                  x x x x x x x x           
7 Pendaftaran 
Munaqasah                           x          
8 Munaqosah                              x       
9 Revisi 
Munaqosah                                x x x x x 
Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan 
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LAMPIRAN 2 
DAFTAR SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 
No. Nama SKPD 
1.  BP3D 
2.  Badan Keuangan Daerah 
3.  BKP2D 
4.  Diskominfo 
5.  Disdikbud 
6.  Dinas Lingkungan Hidup 
7.  Dispendukcapil 
8.  Dinkopnaker 
9.  Disporapar 
10.  Dinas ARPUS 
11.  DPUPR 
12.  Dinas Sosial 
13.  Disdagperin 
14.  Dispertan 
15.  DKP 
16.  Dinas Dinakkan 
17.  DP2KBP3A 
18.  Dispermasdes 
19.  Inpektorat 
20.  SETDA 
21.  DPRD 
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LAMPIRAN 3 
SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4 
KUESIONER 
 
  
Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner  Surakarta, 27 Oktober  2017 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Responden 
Di tempat 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program 
Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta, saya: 
Nama  : Muh Syaifudin 
NIM  : 132221130 
Fak./Jur./Smtr. : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah/VIII 
bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul  
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya 
Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Fungsional Dan 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Yang Mempengaruhi Kinerja 
Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Boyolali) 
Untuk  itu, saya sangat menharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi 
responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya 
saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja anda. Data yang diperoleh 
hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, mohon diisi dengan lengkap 
dan sebenar-benarnya. 
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a. Apabila salah satu nomor tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak 
berlaku dan tidak dapat digunakan. 
b. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I tidak ada yang salah atau benar dan 
tidak berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibi/Sdr/I di tempat 
bekerja. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan 
menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih. 
 
 Hormat saya, 
 Peneliti 
 
 
         (Muh Syaifudn) 
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IDENTITAS RESPONDEN 
Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan identitas Bapak/Ibu dengan 
memberi tanda (√) pada kotak jawaban yang telah disediakan. 
Tanggal pengisian : 
Nama Instansi : 
Nama Responden (jika tidak keberatan) : 
Usia : 
 Jenis Kelamin :  
□ Pria □ Wanita 
  
 Pendidikan :  
□ Lainnya □ S2 
□ D3 □ S3 
□ S1  
  
 Posisi saat ini adalah :  
□ Pejabat □ Staf 
 
• Berapa lama Anda berdinas ? ............................. tahun .... bulan  
 Jurusan Pendidikan : 
□ Ekonomi □ Non-Ekonomi 
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KUESIONER PENELITIAN 
 
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KUALITAS 
SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, 
PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN PENERAPAN SISTEM 
INFORMASI AKUNTANSI YANG MEMPENGARUHI  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH 
(Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali) 
 
Bagian A (Kuesioner Kinerja Pemerintah Daerah) 
 
Petunjuk: Pernyataan-pernyataan di bawah ini tidak berhubungan dengan 
skenario sebelumnya. Silakan centang (√) kesetujuan atau ketidaksetujuan pada 
setiap pernyataan sesuai dengan skala di bawah ini: 
1 = STS Sangat Tidak Setuju 4 = S Setuju 
2 = TS Tidak Setuju 5 = SS Sangat Setuju 
3 = N Netral   
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Dalam melakukan kinerja pemerintah, 
Kabupaten Boyolali sudah mencapai target 
yang di inginkan. 
     
2 
Program-program yang dilaksanakan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah tepat 
sasaran. 
     
3 
Program dan kegiatan-kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan 
sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. 
     
4 
Memberikan pelayanan dan melaksanakan 
secara objektif / adil.  
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Bagian B (Kuesioner Partisipasi Penyusunan Anggaran) 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Dalam penyusunan anggaran, Staf / bawahan 
di libatkan dalam proses penyusunan 
anggaran. 
     
2 
Atasan memberi kesempatan kepada staf / 
bawahan untuk menyampaikan usulan. 
     
3 
Staf / bawahan diberikan hak untuk 
berpendapat dalam penyusunan anggaran.  
     
4 
Angaran yang telah disusun dapat diterima 
oleh semua pihak. 
     
 
 
 5 
Atasan mempertimbangkan berbagai usulan 
dalam penyusunan anggaran. 
     
 
Bagian C (Kuesioner Kualiatas Sumber Daya Manusia) 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Latar belakang pendidikan saya sesuai 
dengan pekerjaan saya. 
     
2 
Pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan 
pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan Kualitas pegawai. 
     
3 
Pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali 
mempunyai pengalaman yang memadai 
dalam bidang pekerjaan masing-masing. 
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Bagian D (Kuesioner Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Aktivitas dilaksanakan secara efektif dan 
efisien. 
     
2 
Laporan keuangan disusun secara andal dan 
akurat. 
     
3 
Pemerintah Kabupaten Boyolali 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan 
/ prosedur yang ditetapkan. 
     
  
Bagian E (Kuesioner Pengawasan Fungsional) 
 
No. Pernyataan  STS TS N S SS 
1 
Pemerintah Kabupaten Boyolali selalu 
mempunyai laporan dalam pemeriksaan 
kegiatannya. 
     
2 
Pemerintah Kabupaten Boyolali adanya 
pemeriksaan atas setiap program / aktivitas 
yang dilaksanakan. 
     
3 
Pemerintah Kabupaten Boyolali selalu 
menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan 
program / kegiatan. 
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Bagian F (Kuesioner Penerapan Sistem Informasi Akuntansi) 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Penerapan sistem informasi akuntansi di 
Kabupaten Boyolali memberikan kemudahan 
untuk menyelesaikan akuntansi yang lebih 
cepat dan akurat. 
     
2 
Penerapan sistem informasi akuntansi dapat 
memberi kemudahan untuk pengawasan 
internal melalui aplikasi software. 
     
3 
Jaringan komputer yang diperbanyak akan 
memudahkan pengerjaan tugas dan 
memberikan gambaran tentang penerapan 
Sistem informasi akuntansi (SIA) yang baik. 
     
 
 
*) Mohon Bapak / Ibu memerikasa kembali semua jawaban, apakah masih 
ada jawaban yang kosong / belum terisi, sehingga tidak sampai ada 
jawaban yang belum terjawab / terisi. 
~ Terima kasih Atas Partisipasi Bapak / Ibu ~ 
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Data Hasil Uji Kuesioner 
 
Hasil Uji Kuesioner Partisipasi Penyusunan Anggaran 
PPA1 PPA2 PPA3 PPA4 PPA5 X1 
4 4 5 4 4 21 
4 4 5 4 4 21 
4 3 4 5 5 21 
5 3 4 5 3 20 
3 2 4 3 3 15 
4 4 3 3 3 17 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 5 3 20 
4 3 4 4 3 18 
4 3 4 3 3 17 
4 5 5 4 5 23 
4 3 4 3 3 17 
4 5 4 2 4 19 
4 5 4 4 4 21 
4 5 4 4 4 21 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
5 3 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 3 5 3 4 19 
3 3 4 4 4 18 
5 5 5 5 5 25 
5 2 3 4 5 19 
5 4 5 3 5 22 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 4 4 23 
5 4 5 4 4 22 
4 3 4 3 3 17 
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4 5 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 5 4 4 4 22 
5 5 5 5 5 25 
5 4 5 5 5 24 
5 5 5 5 5 25 
4 2 3 4 5 18 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 5 5 4 22 
5 5 5 5 5 25 
4 4 5 5 5 23 
4 4 4 4 4 20 
3 5 4 3 5 20 
4 4 5 5 4 22 
5 4 4 5 5 23 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 5 5 23 
3 2 2 2 2 11 
2 2 4 2 4 14 
4 3 4 4 4 19 
3 4 5 4 4 20 
4 4 5 4 4 21 
4 4 5 4 4 21 
4 3 4 5 5 21 
5 2 4 5 3 19 
3 2 4 3 3 15 
4 4 2 2 3 15 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 5 3 20 
4 2 4 4 3 17 
4 3 4 3 3 17 
4 5 5 4 5 23 
4 3 4 3 3 17 
4 5 4 2 4 19 
4 5 4 4 4 21 
4 5 4 4 4 21 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
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4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 4 20 
 
Hasil Uji Kuesioner Kualitas Sumber Daya Manusia 
KSDM1 KSDM2 KSDM3 X2 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
3 3 4 10 
5 5 4 14 
5 4 4 13 
5 5 4 14 
5 4 4 13 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
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4 4 3 11 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 4 13 
4 4 5 13 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
4 3 4 11 
4 4 3 11 
4 3 4 11 
5 4 5 14 
4 4 4 12 
4 4 5 13 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
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5 5 5 15 
4 3 4 11 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
 
Hasil Uji Kuesioner Sistem Pengendalian Internal 
SPIP1 SPIP2 SPIP3 X3 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
3 4 4 11 
5 5 5 15 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
3 3 4 10 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 4 13 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
 
87 
 
5 5 4 14 
5 5 4 14 
5 5 4 14 
3 4 4 11 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
5 5 4 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 4 5 14 
5 5 5 15 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 4 5 14 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
3 4 4 11 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 4 3 11 
5 5 5 15 
5 5 4 14 
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5 5 4 14 
5 5 4 14 
3 4 4 11 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
5 5 4 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
 
Hasil Uji Kuesioner Pengawasan Fungsional 
PF1 PF2 PF3 X4 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 4 13 
4 4 5 13 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
4 3 4 11 
4 4 3 11 
4 3 4 11 
5 4 5 14 
4 4 4 12 
4 4 5 13 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
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5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 3 4 11 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
3 3 4 10 
5 5 4 14 
5 4 4 13 
5 5 4 14 
5 4 4 13 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
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4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
 
Hasil Uji Kuesioner Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
PSIA1 PSIA2 PSIA3 X5 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 4 5 14 
5 5 5 15 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 4 5 14 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
3 4 4 11 
 
91 
 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 4 3 11 
5 5 5 15 
5 5 4 14 
5 5 4 14 
5 5 4 14 
3 4 4 11 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
5 5 4 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
3 4 4 11 
5 5 5 15 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
3 3 4 10 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
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4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 5 4 13 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
5 5 4 14 
5 5 4 14 
5 5 4 14 
3 4 4 11 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
5 5 4 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
5 4 4 13 
 
Hasil Uji Kuesioner Kinerja Pemerintah Daerah 
KPD1 KPD2 KPD3 KPD4 Y 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 3 5 16 
5 5 4 5 19 
4 4 4 4 16 
5 5 5 5 20 
4 4 4 4 16 
4 5 4 5 18 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 3 4 15 
4 4 4 4 16 
4 4 3 4 15 
4 4 5 5 18 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 5 2 3 14 
4 4 4 4 16 
2 2 2 4 10 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
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4 4 4 4 16 
5 5 5 5 20 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 5 5 5 19 
4 4 4 4 16 
5 4 4 4 17 
4 4 4 4 16 
5 5 5 5 20 
4 4 4 5 17 
4 4 4 3 15 
4 4 4 5 17 
4 4 4 3 15 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 5 17 
2 4 4 4 14 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 3 4 15 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 5 5 5 19 
5 4 5 5 19 
5 5 5 5 20 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
2 2 2 3 9 
3 4 4 3 14 
3 4 4 4 15 
4 4 4 4 16 
4 3 4 4 15 
4 4 3 4 15 
4 4 4 4 16 
2 3 4 4 13 
4 2 4 2 12 
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3 3 3 3 12 
3 4 3 3 13 
4 4 4 4 16 
3 3 3 3 12 
3 3 3 3 12 
3 3 3 4 13 
4 4 5 4 17 
5 5 4 5 19 
4 4 4 4 16 
5 5 5 5 20 
4 4 4 4 16 
4 5 4 5 18 
4 4 4 4 16 
4 4 4 4 16 
4 4 3 4 15 
4 4 4 4 16 
4 4 3 4 15 
4 4 5 5 18 
4 4 4 4 16 
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LAMPIRAN 5 
STATISTIK DESKRIPTIF 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y 82 9 20 15.93 2.059 
X1 82 11 25 20.41 2.753 
X2 82 9 15 12.56 1.500 
X3 82 9 15 12.54 1.326 
X4 82 9 15 12.56 1.500 
X5 82 9 15 12.55 1.325 
Valid N (listwise) 82     
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LAMPIRAN 6 
Uji RELIABILITY DAN UJI VALIDITAS 
1. Uji Reliability dan Uji Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 82 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of 
Items 
.795 .804 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PPA1 4.21 .623 82 
PPA2 3.91 .905 82 
PPA3 4.22 .629 82 
PPA4 4.01 .809 82 
PPA5 4.06 .709 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 PPA1 PPA2 PPA3 PPA4 PPA5 
PPA1 1.000 .382 .323 .558 .418 
PPA2 .382 1.000 .467 .305 .508 
PPA3 .323 .467 1.000 .504 .523 
PPA4 .558 .305 .504 1.000 .516 
PPA5 .418 .508 .523 .516 1.000 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PPA1 16.21 5.574 .549 .368 .766 
PPA2 16.50 4.698 .525 .349 .782 
PPA3 16.20 5.418 .603 .399 .751 
PPA4 16.40 4.811 .596 .468 .750 
PPA5 16.35 4.997 .656 .438 .731 
 
Scale Statistics 
Mean Variance 
Std. 
Deviation 
N of 
Items 
20.41 7.579 2.753 5 
 
2. Uji Reliability dan Uji Validitas Kualitas Sumber Daya Manusia 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 82 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.864 .867 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
KSDM1 4.22 .522 82 
KSDM2 4.17 .562 82 
KSDM3 4.17 .605 82 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 KSDM1 KSDM2 KSDM3 
KSDM1 1.000 .754 .623 
KSDM2 .754 1.000 .676 
KSDM3 .623 .676 1.000 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KSDM1 8.34 1.141 .750 .593 .805 
KSDM2 8.39 1.031 .790 .638 .763 
KSDM3 8.39 1.031 .695 .487 .859 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12.56 2.249 1.500 3 
 
 
 
3. Uji Reliability dan Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 82 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.782 .784 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
SPIP1 4.06 .552 82 
SPIP2 4.28 .528 82 
SPIP3 4.20 .508 82 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 SPIP1 SPIP2 SPIP3 
SPIP1 1.000 .619 .353 
SPIP2 .619 1.000 .669 
SPIP3 .353 .669 1.000 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
SPIP1 8.48 .894 .535 .389 .801 
SPIP2 8.26 .761 .781 .614 .521 
SPIP3 8.34 .944 .564 .453 .764 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12.54 1.758 1.326 3 
 
 
 
 
4. Uji Reliability dan Uji Validitas Pengawasan Fungsional 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 82 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.864 .867 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PF1 4.22 .522 82 
PF2 4.17 .562 82 
PF3 4.17 .605 82 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 PF1 PF2 PF3 
PF1 1.000 .754 .623 
PF2 .754 1.000 .676 
PF3 .623 .676 1.000 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PF1 8.34 1.141 .750 .593 .805 
PF2 8.39 1.031 .790 .638 .763 
PF3 8.39 1.031 .695 .487 .859 
 
Scale Statistics 
Mean Variance 
Std. 
Deviation 
N of 
Items 
12.56 2.249 1.500 3 
 
 
5. Uji Reliability dan Uji Validitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 82 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.773 .775 3 
 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PSIA1 4.07 .562 82 
PSIA2 4.28 .528 82 
PSIA3 4.20 .508 82 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 PSIA1 PSIA2 PSIA3 
PSIA1 1.000 .596 .339 
PSIA2 .596 1.000 .669 
PSIA3 .339 .669 1.000 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PSIA1 8.48 .894 .515 .362 .801 
PSIA2 8.27 .767 .770 .602 .504 
PSIA3 8.35 .947 .558 .453 .746 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12.55 1.757 1.325 3 
 
 
 
6. Uji Reliability dan Uji Validitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 82 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.843 .844 4 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
KPD1 3.93 .624 82 
KPD2 4.00 .609 82 
KPD3 3.91 .652 82 
KPD4 4.09 .613 82 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 KPD1 KPD2 KPD3 KPD4 
KPD1 1.000 .682 .561 .501 
KPD2 .682 1.000 .529 .629 
KPD3 .561 .529 1.000 .544 
KPD4 .501 .629 .544 1.000 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KPD1 12.00 2.494 .689 .522 .796 
KPD2 11.93 2.464 .737 .579 .776 
KPD3 12.01 2.506 .635 .412 .820 
KPD4 11.84 2.579 .654 .458 .811 
 
Scale Statistics 
Mean Variance 
Std. 
Deviation 
N of 
Items 
15.93 4.241 2.059 4 
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LAMPIRAN 7 
ASUMSI KLASIK DAN KETEPATAN MODAL 
Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant
) 
7.322 3.136  2.335 .022   
X1 -.002 .071 -.003 -.033 .974 .978 1.022 
X2 .165 .142 .120 1.163 .249 .822 1.216 
X3 .967 .172 .623 5.621 .000 .713 1.402 
X4 .031 .141 .023 .219 .827 .828 1.208 
X5 -.473 .171 -.304 -2.759 .007 .720 1.388 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardiz
ed Residual 
N 82 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 1.67976104 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .098 
Positive .094 
Negative -.098 
Test Statistic .098 
Asymp. Sig. (2-tailed) .052c 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. .393d 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
.380 
Upper 
Bound 
.405 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode Glejser 
Coefficientsa 
Model 
 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
 
(Constant) .062 2.058  .030 .976 
X1 .023 .046 .057 .502 .617 
X2 -.007 .093 -.010 -.077 .939 
X3 .092 .113 .109 .817 .416 
X4 -.102 .093 -.137 -1.104 .273 
 X5 .073 .112 .087 .653 .516 
 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 115.012 5 23.002 7.649 ,000b 
Residual 228.549 76 3.007   
Total 343.561 81    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3 
 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .579a .335 .291 1.734 
a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3 
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LAMPIRAN 8 
HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.322 3.136  2.335 .022 
X1 -.002 .071 -.003 -.033 .974 
X2 .165 .142 .120 1.163 .249 
X3 .967 .172 .623 5.621 .000 
X4 .031 .141 .023 .219 .827 
X5 -.473 .171 -.304 -2.759 .007 
a. Dependent Variable: Y 
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LAMPIRAN 9 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. Data Mahasiswa   
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